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SEWA RUJAB WABUP
Bukan Rp1 Miliar,
Hanya Rp100 Juta

MOROWALI, MERCUSUAR -
Pemerintah Kabupaten Morowali
hanya mengalokasikan anggaran
Rp100 juta untuk sewa rumah
jabatan (Rujab) Wakil Bupati
(Wabup) Morowali. Hal tersebut
diungkapkan Kepala Sub
BagianHumas Pemberitaan dan
Media Massa Setdakab Morowali
Bayanudin saat ditemui Selasa [&
(24/2/2015), menyusul isu yang |
berkembang mengenai sewa Rujab
‘Wabup yang mencapai Rp1 miliar.

Dijelaskan, rumah milik Mohammad Syaril Dg Mallureng
yangjuga pegawai negeri sipil (PNS) di Dinas Sosnakertrans
Morowali itu disewa karena belum ada Rujab Wabup

Bayanudin
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SEWA RUJAB dari hal =

Pemkab. Sebelumnya, Rujab Wabup yang berada di
Kelurahan Marsaoleh, Kecamatan Bungku Tengah telah
dijadikan Rujab untuk Sekretaris Kabupaten Morowali,
Maidzun Tlwan Ridhwan.

Rujab Wabup yang masih disewa tersebut terletak di Jalan
Trans Sulawesi, Desa Bahomohoni, dengan sewa Rp100
juta per tahun sesuai akte notaris Nomor 05 Tanggal 3
Desember 2014.

Pada pasal 3 ayat (1) dijelaskan bahwa total harga
sewa atas obyek sewa menyewa ini disepakati sebesar
Rp100.000.000 untuk masa sewa 1 tahun. Dengan perincian
harga sewa bangunan rumah dan ruko sebesar Rp90.000.000
serta harga sewa perabot dan perlengkapan rumah tangga
sebesar Rp10.000.000.

“Harga sewa rumah itu tidak seperti isu yang berkembang
selama ini yaitu Rpl miliar. Yang benar hanya 100 juta
sesuai dengan yang tertera dalam akte notaris,” ungkap
Bayanudin. &

Ditambahkan, rumah tersebut dikontrak karena Pemkab
belum memiliki kemampuan dana untuk membangun
Rujab baru bagi Wabup Morowali. "Tidak benar informasi
itu. Kalau sudah 1 miliar sewa rumah, mendingan bangun
baru saja, dan seharusnya hal itu ditanyakan dulu ke saya,”
tambah mantan Kepala Bagian Umum Setdakab Morowali
yang kini Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Daerah, Andi Irman. BBG




